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ABSTRAK 
 
 
 
Nurul Camelia Adha (B111 11 095). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 
Membuka Rahasia Kedokteran. Dibimbing oleh Slamet Sampurno 
selaku pembimbing I dan Hj. Haeranah selaku pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui bilamana seorang dokter dapat 
dibenarkan oleh hukum membuka rahasia kedokteran dan untuk 
mengetahui proses penyelesaian kasus tindak pidana membuka rahasia 
kedokteran. Penelitian ini di laksanakan di Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 
Cabang Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. 
 
Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan 
normatif dengan teknik pengumpulan melalui metode pustaka dan metode 
wawancara. Wawancara dilakukan kepada dokter di Ikatan Dokter 
Indonesia, hakim, pengacara, dan pakar hukum kesehatan. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang dokter dapat dibenarkan 
oleh hukum membuka rahasia kedokteran berdasarkan perintah undang-
undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan 
masyarakat, kepentingan pasien. Secara lebih khusus dokter dapat 
mengungkapkan rahasia kedokteran dalam keadaan – keadaan  seperti 
atas ijin/otorisasi pasien sendiri, keperluan asuransi, dokter perusahaan, 
dokter penguji kesehatan, kepada penguasa hukum, menjalankan 
undang-undang, di peradilan dan daya paksa. 
 
Penyelesaian kasus tindak pidana membuka rahasia kedokteran dapat 
diselesaikan melalui 2 cara yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Namun 
berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 1982 Mahkamah 
Agung telah memberikan arahan kepada para hakim, bahwa penanganan 
kasus dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang diduga melakukan 
tindakan atau pelayanan medis agar jangan langsung diproses melalui 
jalur hukum, namun terlebih dahulu dimintakan pendapat dari Majelis 
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atau melalui Majelis 
Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Untuk penyelesaian jalur litigasi 
kasus tindak pidana membuka rahasia kedokteran proses acaranya sama 
dengan tindak pidana biasa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Masalah kesehatan menyangkut semua segi kehidupan dan 
melingkupi sepanjang waktu kehidupan manusia, baik kehidupan masa 
lalu, kehidupan sekarang maupun masa yang akan datang. Dalam 
Pasal 28H ayat (1) UUD Republik Indonesia 1945 mengatur “Setiap 
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan. 
Pengembangan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan 
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup 
sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang 
optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana 
diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
Sejak zaman Hipokrates, kewajiban memegang teguh rahasia 
pekerjaan dokter harus senantiasa dipenuhi untuk menciptakan 
suasana percaya mempercayai yang mutlak diperlukan dalam 
hubungan dokter dengan pasien. Hipokrates merumuskan sumpah 
yang harus diucapkan oleh murid-muridnya tentang rahasia pekerjaan 
dokter yaitu: “Apapun yang saya dengar atau lihat, tentang kehidupan 
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seseorang yang tidak patut disebarluaskan, tidak akan saya 
ungkapkan, karena saya harus merahasiakannya”. Namun dalam 
perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) kedokteran 
selanjutnya, terdapat pengecualian untuk membuka rahasia jabatan 
dan pekerjaan dokter, demi memelihara kepentingan umum dan 
mencegah hal-hal yang dapat merugikan orang lain. 
Salah satu ayat lafal Sumpah Dokter Indonesia yang diatur 
dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1960 : “Saya akan 
merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan 
saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter”. Demikian pula 
diucapkan saat menerima ijazah kedokteran. 
Menurut Pasal 51 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran mengatur: dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan 
praktik kedokteran mempunyai kewajiban : 
a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi 
dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis 
pasien; 
b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang 
mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, 
apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau 
pengobatan; 
c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang 
pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; 
d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, 
kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan 
mampu melakukannya; 
e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan 
ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. 
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Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) tentang 
Kewajiban Dokter terhadap Pasien dicantumkan antara lain: “Seorang 
dokter wajib merahasikan segala sesuatu yang diketahuinya tentang 
pasien karena kepercayaan yang diberikan kepadanya, bahkan juga 
setelah pasien meninggal dunia”. 
Setiap orang harus dapat meminta pertolongan kedokteran 
dengan perasaan aman dan bebas. Ia harus dapat menceritakan 
dengan hati terbuka segala keluhan yang mengganggunya, baik 
bersifat jasmaniah maupun rohaniah, dengan keyakinan bahwa hak itu 
berguna untuk menyembuhkan dirinya. Ia tidak boleh merasa khawatir 
bahwa segala sesuatu mengenai keadaannya akan disampaikan 
kepada orang lain, baik oleh dokter maupun oleh petugas kedokteran 
yang bekerja sama dengan dokter tersebut. Dokter sebagai pemangku 
suatu jabatan ia wajib merahasiakan apa yang diketahuinya  karena 
jabatannya, menurut Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang mengatur : 
“Barangsiapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang ia 
wajib menyimpan oleh karena jabatan atau pekejaannya baik 
yang sekarang maupun yang dahulu, dihukum dengan penjara 
selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-
banykannya sembilan ratus rupiah”. 
“Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seorang yang tertentu 
maka ini hanya dituntut atas pengaduan orang itu”. 
 
Dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran juga mengatur bahwa : “Setiap dokter atau 
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dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan 
rahasia kedokteran”. 
Selain itu dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 44 
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur: “Setiap Rumah Sakit 
harus menyimpan rahasia kedokteran”. 
Untuk memperkokoh kedudukan rahasia jabatan dan 
pekerjaaan dokter, telah pula dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 
No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran, 
dimana dinyatakan bahwa Menteri Kesehatan dapat melakukan 
tindakan administratif berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang tentang 
Kesehatan, jika tidak dapat dipidanakan menurut KUHP. 
Kewajiban menjaga rahasia melekat pada syarat yang 
dibebankan kepada profesi tersebut. Setiap orang yang 
mempercayakan penyembuhannya kepada seorang dokter, harus 
dapat mempercayai bahwa apa yang diungkapkan oleh pasien itu 
sendiri atau yang kemudian diketahui dari hasil pemeriksaan yang 
dianggap dipercayakan kepada dokter harus dianggap sebagai 
rahasia. 
Jika tidak dipenuhinya syarat tersebut, maka hal ini menjadi 
kendala bagi pasien untuk minta pertolongan dokter karena khawatir 
akan diceritakan lagi rahasinya. Dengan demikian maka hak ungkap 
dari profesi kedokteran baru bisa tercapai tujuannya. 
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Rahasia kedokteran sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 
PP Nomor 10 Tahun 1966 adalah : “Rahasia kedokteran adalah 
segala sesuatu yang diketahui, oleh wajib menyimpan rahasia 
kedokteran pada waktu atau selama (mereka) melakukan pekerjaan di 
dalam lapangan kedokteran”. 
Rahasia jabatan dokter dimaksud untuk melindungi rahasia dan 
untuk menjaga tetap terpeliharanya kepercayaan pasien dan dokter. 
Bahwa tidak ada batasan yang jelas dan pasti kapan seorang dokter 
harus menyimpan rahasia dan kapan ia dapat memberikan 
keterangan pada pihak yang membutuhkan. Pedoman penentuan 
sikap dalam mengatasi problem seperti ini yang harus tetap disadari 
dan ditanamkan adalah oengertian bahwa rahasia jabatan dokter 
terutama adalah kewajiban moral. 
Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran sering kali kurang 
mendapat perhatian dari dokter. Kuat dugaan masih ada dokter 
membeberkan rahasia pasien, sehingga seorang pasien bisa 
kehilangan pekerjaannya, tidak jadi menerima santunan asuransi, 
tidak jadi menikah, terjadi perceraian, atau terjadi ketidakharmonisan 
dalam kehidupan pribadinya. Ketika pihak pasien merasa dirugikan, 
tidak jelas kemana kasus tersebut akan diselesaikan. Penyelesaian 
kasus tindak pidana membuka rahasia kedokteran dapat berupa 
pelanggaran etik, disiplin atau hukum. 
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Bertitik tolak pada uraian di atas, maka issu pokok penelitian ini 
yaitu keterkaitan antara etik dengan hukum yaitu dokter yang terlibat 
dalam hubungan transaksi dengan pasien dalam melaksanakan 
tugasnya dilandasi oleh dasar-dasar etik sebagai seorang dokter yang 
dibekali dengan sumpah jabatan dan kode etik profesi kedokteran. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka 
yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :  
1. Bilamanakah seorang dokter dapat dibenarkan oleh hukum di 
dalam membuka rahasia penyakit pasien ? 
2. Bagaimanakah penyelesaian kasus tindak pidana membuka 
rahasia kedokteran ? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Dari rumusan masalah di atas maka dapat ditentukan : 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui bilamana seorang dokter dapat dibenarkan 
oleh hukum di dalam membuka rahasia penyakit pasien. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kasus tindak 
pidana membuka rahasia kedokteran. 
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2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Diharapkan dengan penulisan ini dapat memberikan 
masukan bagi dokter sebagai seorang profesional untuk 
memperhatikan perlunya menyimpan rahasia pasiennya 
sebagai bagian dari etika profesi yang perlu dijaga. 
2. Diharapkan dapat berguna bagi penerapan keilmuan kita 
bagi ilmu hukum dan juga bagi ilmu kedokteran. Sehingga 
kita tahu betapa pentingnya memegang sumpah dan 
menyimpan rahasia kedokteran akan adanya akibat hukum 
yang ditimbulkan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Tinjauan Yuridis terdiri dari 2 (dua) kata yaitu Kata “Tinjauan” 
dan “Yuridis”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(W.J.S.Poerwardaminta, 2006:194) mengemukakan Tinjauan Yaitu: 
Tinjauan adalah Pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan, 
pengumpulan data pengolahan, analisa, dan penyajian data yang 
dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu 
persolaan. 
 
Selanjutnya Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan 
menurut hukum, secara hukum, dan dari segi hukum. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah suatu kegiatan yang 
memeriksa secara teliti, menyelidiki, mengumpulkan data yang 
dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan 
hukum dan dari segi hukum. 
B. Pengertian Pelanggaran 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:634), 
Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti bertubrukan, 
bertumbukan, serang-menyerang dan bertentangan. “Pelanggaran” 
artinya perbuatan (perkara) melanggar artinya tindak pidana yang lebih 
ringan daripada kejahatan. 
Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak 
pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu : kejahatan misdrijve 
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dan pelanggaran overtrdingen. Alasan pembedaan antara kejahatan 
dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada 
kejahatan. Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak ada perbedaan 
yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang 
boleh dihukum. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada 
pelangaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi 
berupa kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi 
dengan ancaman pidana penjara. Secara kuantitatif pembuat undang-
undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut 
(Amir Ilyas, 2012 : 29) : 
1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan 
yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang 
Indonesia yang melakukan delik di luar negeri, yang 
digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka 
dipandang tidak perlu dituntut. 
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran 
tidak dipidana. 
3. Pada pemidanaan terhadap anak dibawah umur 
tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran. 
 
Pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu 
berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum 
(rechtdelict) dan delik undang-undang (wetsdelict). Suatu perbuatan 
merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan 
dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di 
kalangan masyarakat, terlepas daripada hal apakah azas-azas 
tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana. Tidak perlu 
membaca undang-undang tiap-tiap orang, bahkan seorang sederhana 
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yang asal dari gunung sekalipun mudah dapat merasakan bahwa 
membunuh, mencuri, menggelapkan, menipu, menganiaya, berzinah, 
memperkosa perempuan dan sebagainya itu (ini semua kejahatan) 
perbuatan-perbuatan yang dilarang. 
Sebaliknya delik undang-undang (pelanggaran) ini adalah 
merupakan peristiwa-peristiwa pidana  yang kecil-kecil seperti minta-
minta di jalan umum, mengadu ayam tana izin, kentara mabuk di jalan 
umum, berjalan di kanan jalan, memberhentikan jalan di tikungan jalan 
dan sebagainya, ancama pidananya pun lebih ringan daripada 
kejahatan-kejahatan. (R. Soesilo, 1979 : 19). 
Menurut Rusli Effendy dan Ny. Poppy Andi Lolo (1989:74) 
bahwa pelanggaran adalah delik undang-undang (wetsdelicten) yaitu 
perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah 
adanya undang-undang yang mengaturnya. 
 
C. Pertanggungjawaban Pidana 
1. Unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana itu terbagi atas dua,: 
a. Unsur subjektif  
Unsur subjektif adalah unsur  yang berasal dari dalam 
diri pelaku. Asas hukum pidan menyatakan “tidak ada pidana 
kalau tidak ada kesalahan” (An act does not make a person 
guilty unlease the mind is guilty or actus not facitruem nisi mens 
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sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang 
diakibatkan oleh kesengajaan (intension/opzet/dolus) dan 
Kealpaan (negeligence or schuld). Pada umumnya 
“kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu: 
(1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). 
(2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als 
zekerhiedsbewuszijn). 
(3) Kesengjaan dengan keinsafan akan  kemungkinan 
(dolus evantualis). 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan 
dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu: 
1) Tak berhati-hati. 
2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.  
3) Unsur melawan hukum. 
b. Unsur Objektif 
Unsur objektif adalah unsur perbuatuan pelaku yang terdiri atas:  
1) Perbuatan manusia berupa: 
 Act , perbuatan aktif dan perbuatan pasif. 
 Omission, yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negatif, 
yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan 
2) Akibat perbuatan manusia. 
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Akibat tersebut membahayakan atau merusak, 
bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang 
dipertahankan oleh hukum, misalnya Nyawa, kemerdekaan, 
hak milik dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan  
Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara 
lain : 
 Keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
 Keadaan setelah perbuatan dilakukan 
4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-
alasan yang membebaskan si pelaku dari pidana. Adapun 
sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu 
bertentangan dengan hukum, yaitu berkenaan dengan 
larangan dan perintah.  
Semua unsur delik tersebut merupakan suatu kesatuan. 
Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan 
terdakwa terbebas dari pidana atau dibebaskan pengadilan.  
Selain yang di atas, adapun pendapat para pakar hukum 
mengenai unsur-unsur tindak pidana. 
Menurut Pipin Syarifin (2000;55) unsur – unsur 
straafbaar feit adalah  
1. Sikap tindak atau perilaku manusia 
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2. Termasuk ruang lingkup perumusan kaidah hukum 
pidana (yang tertulis) 
3. Melanggar hukum (kecuali apabila ada dasar 
pembenaran menurut hukum) 
4. Didasarkan pada kesalahan 
Jadi, secara mendasar perumusan delik hanya 
mempunyai dua elemen (unsur) dasar yaitu : 
1. Bagian yang objektif menunjuk delik dari 
perbuatan/kelakuan dan akibat, yang merupakan 
kejadian yang bertentangan dengan hukum positif 
sebagai anasir yang melawan hukum yang dapat 
diancam dengan pidana. 
2. Bagian yang subjektif yang merupakan anasir 
kesalahan dari delik. 
Sedangkan menurut Moeljatno (Chazawi 2005;79) 
unsur-unsur tindak pidana antara lain : 
1. Perbuatan 
2. Yang dilarang oleh undang-undang 
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar aturan) 
Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh 
aturan hukum berdasarkan perbuatan pidana, maka pokok 
pengertian ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dipisahkan 
dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana 
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menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam 
kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana 
merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya 
dijatuhi pidana. Apakah inconcrito orang yang melakukan 
perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang 
lain dari pengertian perbuatan pidana.  
Adapun unsur-unsur yang dikemukakan oleh P.A.F 
Lamintang (1997;193) bahwa setiap tindak pidana yang 
terdapat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana itu 
pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang 
pada dasarnya dapat kita bagi 2 macam unsur, yakni unsur-
unsur objektif dan unsur-unsur subjektif.  
Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu ialah 
unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 
berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya 
yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.  
Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu 
adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-
keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan si 
pelaku itu harus dilakukan, atau dengan kata lain unsur 
perbuatan si pelaku tindak pidana. 
Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu 
adalah : 
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1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau 
culpa) 
2. Maksud atau vuomemen pada suatu percobaan atau 
poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 
(1) KUHP.  
3. Macam-macam maksud atau gomerk seperti yang 
terdapat misalnya, di dalam kejahatan-kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan 
lain-lain. 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedactheraad 
seperti yang misalnya yang terdapat didalam 
kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP. 
5. Perasaan takut atau vress. 
Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
1. Sifat melanggar hukum  
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan 
sebagai seorang Pegawai Negeri” di dalam 
kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 
“keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari 
suatu Perseroan Terbatas” di dalam kejahatan 
menurut Pasal 398 KUHP. 
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3. Kausalitas, yakni berhubungan antara suatu 
tindakan sebagai penyebab dengan suatu 
kenyataan sebagai akibat.  
Sedangkan menurut D. Simons, unsur-unsur Straafbaar 
feit adalah : 
1. Perbuatan manusia (positif atau negatif;berbuat atau 
tidak berbuat atau membiarkan) 
2. Diancam dengan pidana (straafbaargestcld) 
3. Melawan hukum (onrechmatig)  
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verbaand 
stand) 
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 
Simons menyebut adanya unsur objektif dan unsur 
subjektif dari Straafbaar feit.  
Unsur objektif antara lain : 
a. Perbuatan orang 
b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu 
c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai 
perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat 
“dimuka umum” 
Sedangkan unsur subjektifnya adalah 
a. Orang yang mampu bertanggung jawab 
b. Adanya kesalahan (dolus dan culpa) 
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Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat 
berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-
keadaan mana perbuatan itu dilakukan. 
 
2. Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut 
dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang 
menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk 
penentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka 
dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana yang terjadi 
atau tidak. (Amir Ilyas ; 2012:73)  
Pertanggungjawaban pidana menurut Sutan Remiy 
Sjahdeini (2006:27), pertanggungjawaban adalah hukum yang 
dibebankan dan harus dipikul oleh pelaku tindak pidana. 
Syarat-syarat orang yang dapat dipertanggungjawabkan 
menurut Van Hamel (P.A.F. Lamintang; 1997:397) adalah sebagai 
berikut : 
1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia 
mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya; 
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut 
tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan  
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap 
perbuatannya. 
 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
pertanggungjawaban pidana hanya diberikan kepada seseorang 
yang mampu bertanggungjawab. 
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Disamping itu, adapun unsur-unsur dari 
pertanggungjawaban pidana tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Mampu bertanggungjawab 
Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada 
keadaan jiwanya dan kemampuan jiwanya. Dalam bukunya 
Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, E.Y. 
Kanter dan S.R Sianturi (2002:249) , menjelaskan bahwa unsur 
mampu bertanggungjawab mencakup : 
1) Keadaan jiwanya : 
a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau 
sementara (temporair). 
b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (dagu, idiot, imbecile, 
dan sebagainya), dan 
c. Tidak terganggu karena terejut, hypnotism, amarah, yang 
meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, 
melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, 
nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia 
dalam keadaan sadar. 
 
2) Kemampuan jiwanya : 
a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya; 
b. Dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan 
tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak; dan 
c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. 
 
 
 
 
 
b. Kesalahan 
Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau 
karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan 
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keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan 
dilakukan dengan mampu bertanggungjawab (Amir Ilyas; 
2012:77) 
Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak 
patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan 
atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. (Amir 
Ilyas; 2012:78) 
 
c. Tidak Ada Alasan Pemaaf 
Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan 
oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Jika ia 
menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk 
hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk 
penentuan tersebut bukan sebagai akibat atau dorongan 
sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar 
kehendaknya sama sekali. (Amir Ilyas; 2012:87) 
Ruslan Saleh, berpendapat bahwa: Tiada terdapat 
“alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk 
kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus 
kesalahnnya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah 
termasuk pengertian kesalahan (schuld) sedangkan Pompe 
mengatakan bahwa: “hubungan petindak dengan tindakannya 
ditinjau dari sudut kehendak, kesalahan petindak adalah 
merupakan bagian dalam dan kehendak tersebut. Asas yang 
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timbul dari padanya ialah: „Tiada Pidana, tanpa Kesalahan” 
(E.Y. Kanter dan S.R Sianturi; 2002:25). 
Alasan Pemaaf (schuldduitsluitingsgrond) yang diatur 
dalam Pasal 44 KUHP tentang “tidak mampu 
bertanggungjawab”, Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa 
(overmacht), Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan 
terpaksa yang melampui batas (Noodwer Execes), Pasal 51 
ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah yang tidak sah 
tetapi menanggap perintah itu dating dari pejabat yang 
berwenang. (Amir Ilyas; 2012:88) 
 
D. Rahasia Kedokteran 
Menurut Indar (2009:242), dalam pelayanan kesehatan dokter 
memperoleh informasi penyakit pasien yang sesungguhnya 
merupakan sesuatu yang sifatnya privasi yang terpaksa disampaikan 
kepada dokter demi kesembuhan penyakitnya. Dari sejak dulu, rahasia 
pasien ini tetap terjaga dan terjamin di tangan kalangan tenaga 
kesehatan. 
Menurut Ilyas dan Widaningsih (2010:98), harus dibedakan 
antara “berkas” yang memuat rahasia medis dan “isi” (materi dari 
berkas rekaman medis tersebut). 
Menurut Guwandi (dalam Ilyas dan Widaningsih, 2010:98), 
rahasia medis (dahulu: disebut rahasia kedokteran) adalah rahasia 
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dibidang kedokteran, dan bukan rahasia sang dokter. Kata 
“kedokteran” (saya memakai istilah medis) dalam kaitan ini adalah 
sebuah kata sifat (adjective) yang menunjukkan sifat dari rahasia 
tersebut, yaitu sifatnya yang terletak di bidang medis. 
Seorang dokter hanya diwajibkan berdasarkan profesinya 
untuk untuk menyimpan rahasia yang dipercayakan pasien kepadanya, 
seperti juga misalnya profesi lainnya di mana unsur kepercayaan 
merupakan sesuatu yang mutlak (pengacara, pastor, pendeta, dan 
sebagainya. Mungkin karena dikacaukan oleh istilah “kedokteran” 
maka tidak mengherankan apabila masih ada sebagian kecil kalangan 
dokter yang menganggap bahwa rahasia itu adalah rahasia dokternya, 
milik dokter dan bukan milik pasien. Maka dianggapnya bahwa 
dokterlah yang berwenang untuk memutuskan boleh atau tidaknya 
mengungkapkan rahasia tersebut kepada pihak lain. Selain itu 
biasanya masih ditambah anggapan bahwa rahasia itu paling-paling 
bisa diberitahu kepada teman sejawatnya saja, tidak kepada pihak 
diluar disiplin kedokteran, walaupun atas persetujuan pasiennya. 
Dalam kaitan ini ingin Guwandi mengutip ucapan Wersch yang 
menyatakan bahwa : 
“Alasan mengapa seorang pasien hendak melihat atau 
meminta fotokopi dari data-data medisnya menurut hemat saya tidak 
perlu dipersoalkan. Apakah terdapat alasan yang benar atau tidak, 
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bukan wewenang dokter atau instalasinya untuk 
mempertimbangannya”. 
Kalau melihat lanjut pada literatur luar negeri (negara 
contonental dan negara anglo-saxon), maka tampak jelas dipastkan 
bahwa rahasia medis itu adalah milik pasien. Dokter hanya dititipi 
rahasia tersebut oleh pasiennya untuk tujuan pengobatan hanya 
berkasnya adalah milik rumah sakit dan yang tidak boleh dibawa ke 
luar dari rumah sakit, oleh siapa pun. Juga tidak dibawa pulang oleh 
dokternya ataupun oleh pasiem itu sendiri. Berkas rekam medik harus 
tetap berada dan disimpan di rumah sakit. 
Timbul pertanyaan : jika ada seorang pasien yang hendak 
mengajukan gugatan ke pengadilan, apakah berkas rekam medis 
tersebut boleh diberikan kepada pengacara pasien ? jawabannya: 
tidak! Berkas itu adalah milik rumah sakit dan harus tetap berada dan 
disimpan di rumah sakit. Hal ini disebabkan karena berkas itu sangat 
penting bagi rumah sakit yang dapat dipakai sebagai barang bukti 
mengenai perawatan dan pengobatan. 
Lagipula pasien itu sendiri kelak juga masih memerlukan isi 
rekam medisnya apabila beberapa tahun kemudian dokter lain 
ditanyakan tentang riwayat penyakitnya. Boleh diberikan kepada 
pengacara pasien, tentunya dengan melampirkan surat izin tertulis dari 
pasien adalah fotokopi dari rekam medis tersebut dan bukan aslinya. 
Ada juga sementara rumah sakit yang tidak mau menyerahkan fotokopi 
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dari rekam medis kepada pengacara pasien. Namun menurut Guwandi 
sikap demikian bahwa biasa menyulitkan rumah sakit itu sendiri, 
karena berdasarkan Pasal 43 KUHP berkas itu atas izin khusus dari 
ketua pengadilan negeri setempat dapat dilakukan penyitaan. Hal ini 
akan tambah menyulitkan rumah sakit dalam mengajukan bukti-
buktinya. 
Berdasarkan Pasal 12 Kode Etik Kedokteran Indonesia maka: 
“Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui 
tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal 
dunia”. 
Sebenarnya pada setiap permintaan akan data-data medis 
pasien, baik oleh keluarganya atau oleh pasien itu sendiri harus 
dilakukan secara jujur dan diberitahukan maksud dan tujuannya. Jika 
hanya untuk pindah rumah sakil lain atau untuk berobat keluar negeri 
pun, sudah cukup jika diberikan apa yang dinamakan Medical Report 
(resume) dari dokter yang merawat yang berisikan keterangan singkat 
tentang riwayat pengobatan yang telah diberikan. 
Apalagi jika hendak berobat ke luar negeri, maka fotokopi 
yang diberikan juga  tidak akan ada gunanya, karena masih dalam 
bahasa Indonesia. Medical report yang diberikan nantinya akan 
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Hal ini sudah lazim dilakukan 
mungkin pada dewasa ini masalah rahasia medis bagi orang kita tidak 
begitu menjadi persoalan. Hal ini karena pengaruh sosial-budaya, 
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dimana jika seorang anggota keluarga menderita sakit juga merupakan 
persoalan bagi seluruh keluarga besar. Demikian pula antara pasien di 
rumah sakit dan para pengunjungknya tampak saling menceritakan 
penyakitnya masing-masing, tanpa merasa bahwa hak itu termasuk 
rahasia pribadi yang dilindungi undang-undang. Walaupun demikian, 
kita tetap harus menjaga dengan hati-hati agar jangan sampai 
menimbulkan persoalan. Teristimewa dalam hal penyakit-penyakit 
tertentu, seperti: penyakit kelamin, penyakit keturunan, kanker, 
HIV/AIDS dan sebagainya. Kita juga harus berhati-hati terhadap 
pasien-pasien warga negara asing yang berbeda pandangan hidup, 
sosial-budaya, hukum yang berlainan dengan kita. 
 
1. Rahasia Jabatan dan Rahasia Pekerjaan Dokter 
Menurut Hanafiah dan Amri (1999:74) Rahasia adalah 
sesuatu yang disembunyikan dan hanya diketahui oleh satu orang, 
oleh beberapa orang saja, atau oleh kalangan tertentu. 
Menurut Achadiat (2006:86) Rahasia adalah suatu hal 
yang tidak boleh atau tidak dikehendaki untuk diketahui oleh orang 
yang tidak berkepentingan atau tidak berhak mengetahui hal itu. 
Dalam bidang medis/kedokteran, segala temuan pada diri pasien 
dapat diikatkan sebagai rahasia medis dan rahasia ini sepenuhnya 
milik pasien, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) 
Permenkes No. 749a/ 1989 Isi rekam medis merupakan milik 
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pasien”. Bukankah isi rekam medis adalah rahasia? Bagaimana 
pula kewajiban dokter dalam hal ini? 
Kewajiban dokter adalah menjaga dan menghormati 
rahasia itu terhadap orang atau pihak yang tidak berkepentingan 
atas rahasia itu. 
Menurut Rustiyanto (2009:91) Rahasia adalah sesuatu 
yang disembunyikan dan hanya diketahui oleh satu orang, atau 
beberapa orang saja, atau oleh kalangan tertentu. 
Menurut Hanafiah dan Amri (1999:75) Yang dimaksud 
dengan rahasia  jabatan ialah rahasia dokter sebagai pejabat 
struktural, sedangkan rahasia pekerjaan ialah rahasia dokter pada 
waktu menjalankan prakteknya (fungsional). Umumnya hampir tidak 
ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. 
Menurut Pitono Soeparto, dkk (2006:180) yang dimaksud 
dengan rahasia pekerjaan bagi tenaga kesehatan/dalam bidang 
kesehatan ialah segala sesuatu yang diketahui dan harus 
dirahasiakan berdasarkan lafat sumpah atau janji yang diucapkan 
setelah menyelesaikan pendidikannnya. 
Lebih lanjut Pitono Soeparto, dkk (2006:180) menjelaskan 
bahwa yang dimaksud dengan rahasia jabatan bagi tenaga 
kesehatan/dalam bidang kesehatan ialah segala sesuatu yang 
diketahui dan harus dirahasiakan berdasarkan lafal sumpah yang 
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diucapkan setelah diangkat sebagai pegawai negeri sipil maupun 
ABRI. 
Contoh-Contoh : 
Rahasia Pekerjaan 
 Lafal sumpah dokter: 
Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan merahasiakan 
segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan 
karena keilmuan saya sebagai dokter. 
 Lafal sumpah/janji perawat kesehatan: 
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya sebagai perawat 
kesehatan tidak akan menceritakan kepada siapapun segala 
rahasia yang berhubungan dengan tugas saya kecuali jika 
diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. 
 
Rahasia Jabatan: 
 Lafal sumpah pegawai negeri : 
Saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya 
atau menurut perintah harus saya rahasiakan. (Pitono Soeparto, 
dkk, 2006:180) 
 
Rahasia Jabatan 
Menurut Murtika dan Prakoso (1992:85) Sudah sejak 
dahulu di dalam tata pemerintahan bernegara dikenal adanya 
beberapa jabatan dan profesi tertentu yang para pemangkunya 
diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang ada hubungannya 
dengan jabatan/pekerjaannya.  
Seseorang yang memangku suatu jabatan tertentu, 
terutama, jabatan penting yang mempunyai ruang lingkup luas 
adalah merupakan kepercayaan besar negara. Dalam rangka 
melaksanakan tugasnya, ia dituntut akan pengabdiannya, 
kejujurannya, keikhlasannya dan rasa tanggung jawab yang besar 
pula. 
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Seseorang yang akan menduduki jabatan tertentu, pada 
saat pengangkatannya wajib mengangkat sumpah/janji dihadapan 
atasan yang berwenang menurut negara atau kepercayaannya 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
Kewajiban memegang teguh rahasia jabatan merupakan 
syarat yang senantiasa harus dipenuhi untuk menciptakan suasana 
percaya mempercayai yang mutlak dibutuhkan dalam huungan 
dokter dengan pasien. Rahasia jabatan dokter dimaksudkan untuk 
melindungi rahasia pasiennya serta menjaga tetap terpeliharanya 
kepercayaan pasien dengan dokternya. 
Pada umumnya kewajiban para pejabat untuk 
merahasiakan hal-hal yang diketahui karena jabatan atau 
pekerjaannya adalah berpokok pada norma-norma kesusilaan, dan 
pada hakekatnya hal tersebut merupakan kewajiban moril. 
Sumpah Hipokrates yang telah berabad-abad umurnya itu 
maknanya tersimpul dalam kalimat: “Segala sesuatu yang kulihat 
atau kudengar dalam melakukan praktekku, akan kusimpan 
sebagai rahasia”, 
Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sumpah tersebut 
berbunyi sebagai berikut : “Saya tidak akan menyebarkan barang 
sesuatu yang mungkin saya dengar atau yang mungkin saya lihat 
dalam kehidupan pasien saya, baik dalam waktu menjalankan 
tugas jabatan itu; semua itu akan saya pelihara sebagai rahasia:. 
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Jadi wajib penyimpan rahasia jabatan dilarang untuk 
membuka rahasia jabatannya pada orang yang tidak berhak, 
dikarenakan hal ini akan dapat menimbulkan kerugian yang 
berkepentingan dan sama sekali bukan maksud dari pembuat 
undang-undang. Sebagai dasar dari kewajiban menyimpan rahasia 
jabatan ini karena adanya undang-undang yang mengatur, 
sedangkan mengenai rahasia pekerjaan kewajiban tersebut 
didasarkan pada norma-norma hidup yang berlaku atau kewajiban 
moril menghendaki akan hal itu. 
Menurut Setiady (2009:92) Rahasia kedokteran, Pasal 1 
PP Nomor 10 Tahun 1966 memberikan pengertian bahwa. 
“Rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang diketahui, oleh 
wajib menyimpan rahasia kedokteran pada waktu atau selama 
(mereka) melakukan pekerjaan di dalam lapangan kedokteran”. 
Pasal 1 dari PP tersebut memberikan penjelasan bahwa 
yang dimaksud dengan segala sesuatu berarti segala fakta yang 
didapat dalam pemeriksaan penderita, interpretasinya untuk 
menegakkan diagnosa dan melakukan pengobatan, dari 
anamnese, pemeriksaan jasmaniah; pemeriksaan dengan alat-alat 
kedokteran dan sebagainya. Juga termasuk fakta yang 
dikumpulkan oleh pembantu-pembantunya. 
 
2. Sumpah /Jabatan atau Pekerjaan Dokter dan Rahasianya 
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Menurut Murtika dan Prakoso (1992:90) Sejak permulaan 
sejarah umat manusia yang tersurat, dapat diketahui adanya suatu 
hubungan kepercayaan antara dua umat yang berhadapan yakni 
insan sakit dengan insan yang mengobati. 
Pada saat ini yakni abad modern kurang lebih hal tersebut 
dapat dikatakan sebagai transaksi terapi antara dokter dengan 
pasien, yang berjalan dalam suasana konfidensial yang senantiasa 
diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk 
insani, harapan dokter bisa menyembuhkan penyakit pasiennya 
dan haraan pasien penyakit cepat dapat sembuh. 
Taraf kesehatan yang baik dalam masyarakat dapat 
tercapai apabila warga yang menderita suatu penyakit pergi ke 
dokter dan dengan hati terbuka bersedia mengemukakan segala 
keluhan dan penderitaan yang dialami, baik jasmani maupun 
penderitaan rohani agar dokter dapat memberi terapi dengan tepat 
dan layak. Hal ini bisa tercapai apabila si sakit dapat menaruh 
kepercayaan sepenuhnya kepada dokternya, serta tanpa ada 
perasaan takut atau kekhawatiran bahwa dokternya akan 
menceritakan penyakit yang diderita kepada orang lain. 
Jika kepercayaan ini tidak ada, tidak mustahil banyak 
orang yang menderita sakit enggan ke dokter dikarenakan ada 
perasaan khawatir penyakit yang diderita ingin dirahasiakan, kelak 
akan diketahui orang lain. 
30 
 
Berdasarkan pada pokok pikiran tersebut, norma – norma 
kesusilaan telah dikuatkan dengan norma-norma hukum yang 
kemudian dicantumkan dalam beberap peraturan perundang-
undangan. Salah satu dari berbagai peraturan tersebut terwujud 
dalam bentuk sumpah/janji dokter yang harus diucapkan oleh 
setiap mahasiswa kedokteran yang telah lulus ujian. 
 
3. Batasan Rahasia Jabatan atau Pekerjaan 
Menurut Murtika dan Prakoso (1992:94) Di dalam Pasal 
322 KUHP tidak memuat perincian apa saja yang seharusnya 
dirahasiakan oleh wajib simpan rahasia. Dalam pasal tersebut 
hanya disebutkan bahwa rahasia yang harus disimpan adalah 
rahasia yang oleh karena jabatan atau pekerjaannya baik yang 
sekarang atau dahulu. Ini adalah merupakan pembatasan. 
Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1966 tentang Wajib 
Simpan Rahasia Kedokteran, memberi rumusan tentang luasnya 
rahasia kedokteran yakni dalam juncto Pasal 3 PP No. 10 tahun 
1966 mengatur : 
“Rahasia kedokteran ialah segala sesuatu yang diketahui 
oleh orang-orang tersebut dalam Pasal 3 pada waktu atau 
selama melakukan pekerjaan dalam lapangan kedokteran”. 
 
 
Pasal 3 PP No. 10 Tahun 1966 mengatur : 
“Wajib menyimpan rahasia yang dimaksud dalam Pasal 1 
ialah: 
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a. Tenaga kesehatan menurut Pasal 2 Undang-Undang 
Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 
1963 No. 78) 
b. Mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam 
lapangan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan 
dan orang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 
 
 
Pada Pasal 1, dengan kata-kata “segala sesuatu yang 
diketahui” dimaksudkan tidak hanya meliputi hal-hal yang 
diceritakan atau dipercayakan kepadanya secara eksplisit (yaitu 
dengan permintaan khusus untuk merahasiakan), tetapi juga 
meliputi hal-hal yang diceritakan secara implisit (tanpa permintaan 
khusus untuk merahasiakan), juga segala fakta yang didapat dari 
pemeriksaan penderita, interpretasi untuk menegakkan diagnosa 
dan melakukan pengobatan, dari anamnese, pemeriksaan 
jasmaniah, pemeriksaan dengan alat-alat kedokteran dan 
sebagainya, juga termasuk data-data yang dikumpulkan oleh 
pembantu-pembantu dokter dalam melaksanakan tugasnya. 
Menurut Indar (2009:244) Dalam keadaan-keadaan 
tertentu dokter harus juga mengungkapkan rahasia kedokteran 
demi kepentingan pihak lain, 
a. Karena penetapan Undang-undang: Pembuatan visum et 
repertum, pelaporan penyakit yang menimbulkan wabah, 
menjalankan perintah undang-undang, menjalankan perintah 
jabatan 
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b. Untuk kepentingan umum, seorang sopir yang menderita 
penyakit ayan bisa menimbulkan bahaya pada orang lain jika 
tidak dikemukakan. 
c. Untuk kepentingan pasien sendiri, jika seorang pasien yang 
hendak menikah dengan seorang penderita AIDS. 
Perlu pula diketahui, sampai kapan rahasia jabatan itu 
wajib disimpan, di dalam Pasal 322 KUHP tidak hanya mengancam 
dengan hukuman penjara atau denda terhadap wajib menyimpan 
rahasia yang dengan sengaja membuka suatu rahasia yang 
diketahui oleh karena jabatan atau pekerjaan yang dipangkunya 
dahulu. 
Dengan demikian kewajiban menyimpan rahasia jabatan 
atau pekerjaan berlaku pula terhadap bekas pejabat yang 
diwajibkan menyimpan rahasia yang sudah tidak aktif lagi. 
Bila ia meninggal dunia, kewajiban tadi beralih pada ahli 
warisnya. Demikian pula halnya rahasia jabatan/pekerjaan dokter 
tidak berakhir dengan meninggalnya pasien yang pernah ia rawat, 
kewajiban menyimpan rahasia tetap berlangsung. Sedangkan 
terhadap ahli waris si meninggal hak rahasianya tergantung dari 
sifat rahasia itu sendiri. 
Biasanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang 
yang telah meninggal dunia, berpindah pada ahli warisnya. Ini tidak 
berarti bahwa peralihan itu mengenai segala sesuatu, sebab ada 
33 
 
hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang tidak beralih karena 
meninggalnya yang berhak. Hal ini misalnya saja hak-hak serta 
kewajiban-kewajiban yang bersifat sangat pribadi. 
Menurut Indar (2009:243), ruang lingkup informasi tidak 
hanya mengenai pasien dan penyakitnya, tetapi juga mengenai 
keluarga pasien. Juga dapat dikatakan bahwa wajib simpan rahasia 
kedokteran mempunyai dasar hukum sebagai berikut : 
1. Kepentingan pasien adalah menjelaskan segala sesuatu 
mengenai dirinya kepada dokter tanpa ada rasa khawatir 
bahwa hal itu akan diberitahukan kepada pihak-pihak 
lain. 
2. Kepentingan umum menghendaki agar setiap warga 
masyarakat yang memerlukan bantuan kesehatan tidak 
terhalang karena khawatir bahwa data mengenai dirinya 
tidak dirahasiakan. 
3. Profesi kedokteran menuntut agar kepercayaan yang 
diberikan oleh pasien terjamin 
 
4. Aliran-Aliran yang Ada Dalam Hal Menanggalkan Rahasia 
Jabatan atau Pekerjaan 
Menurut Murtika dan Prakoso (1992:97) ada tiga aliran 
atau golongan yang dapat ditemui dikalangan kedokteran yakni : 
1. Pendirian yang Mutlak 
Golongan yang menganut pendirian mutlak 
(absolut) berpegang bahwa rahasia jabatan atau pekerjaan 
harus dipegang teguh tanpa ada laternatif lain apapun 
konsekuensinya. Aliran ini tidak akan mempertimbangkan 
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apa ada kepentingan lain yang lebih utama. Dalam segala 
hal sikapnya mudah dan konsekuen yakni tutup mulut. 
2. Pendirian yang Hendak Menghapus Rahasia Jabatan atau 
Pekerjaan 
Golongan yang menganut pendirian ini secara 
prinsipil menolak tiap-tiap pengakuan rahasia jabatan atau 
pekerjaan. Aliran ini hampit tidak dikenal. 
3. Pendirian yang Nisbi atau Relatif 
Golongan nisbi atau relatif pada dewasa ini 
merupakan teori yang terbanyak diikuti dan dapat dikatakan 
diikuti umum. Tetapi hal ini tidak berarti penerapannya 
dalam praktek ada penyesuaian pendapat, karena teori ini 
dalam praktek sering sekali mendatangkan konflik moril dan 
kesulitan-kesulitan lain dalam masalah yang kompleks. 
 
E. Ketentuan-Ketentuan tentang Rahasia Kedokteran 
1. Berdasarkan KUHP 
Dokter sebagai pemangku suatu jabatan ia wajib merahasiakan apa 
yang diketahuinya  karena jabatannya, menurut Pasal 322 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur : 
(1) Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia, yang 
menurut jabatannya atau pekejaannya, baik yang sekarang, 
maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum 
dengan penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda 
sebanyak-banykannya sembilan ratus rupiah. 
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(2) Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seorang yang ditentukan, 
maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang itu”. 
(R.Soesilo, 1988:232) 
 
Penjelasan oleh R. Soesilo (1988:232) tentang Pasal 322 ini yaitu : 
(1) Supaya dapat dihukum menurut Pasal ini, maka elemen-elemen 
dibawah ini harus dibuktikan : 
a. Yang diberitahukan (dibuka) itu harus suatu rahasia; 
b. Bahwa orang itu diwajibkan untuk menyimpan rahasia 
tersebut dan ia harus betul-betul mengetahui bahwa ia wajib 
menyimpan rahasia itu; 
c. Bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia itu adalah akibat 
dari suatu jabatan atau pekerjaan yang sekarang, maupun 
yang dahulu pernah ia jabat; dan 
d. Membukanya rahasia itu dilakukan dengan sengaja. 
 
(2) Yang diartikan dengan “rahasia” yaitu suatu barang yang hanya 
diketahui oleh yang berkepentingan, sedangkan orang lain 
belum mengetahuinya. Siapakah yang diwajibkan menyimpan 
rahasia itu, tiap-tiap peristiwa harus ditinjau sendiri-sendiri oleh 
hakim, yang masuk disitu misalnya seorang dokter harus 
menyimpan rahasia sakit pasiennya. 
 
 
Selain itu, Pasal 112 KUHP juga mengatur : 
Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan, atau 
mengabarkan atau menyampaikan surat, kabar dan keterangan 
tentang sesuatu hal kepada negara asing, sedang 
diketahuinya, bahwa surat, kabar atau keterangan itu harus 
dirahasiakan karena kepentingan negara, maka ia dihukum 
dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
 
 
 
 
 
2. Berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Surat 
Keterangan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. 
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a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran 
Dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 29 Tahun 
2004 tentang Praktik Kedokteran juga mengatur bahwa :  
Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik 
kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran”. 
 
b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit 
Selain itu dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 
44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur:  
Setiap Rumah Sakit harus menyimpan rahasia 
kedokteran”. 
 
 
c. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 
juga mengatur tentang hak setiap orang atas suatu rahasia 
medis, yaitu sebagai berikut : 
Pasal 57 
(1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan 
pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara 
pelayanan kesehatan. 
 
Pasal 58 
(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap 
seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara 
kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan 
atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang 
diterimanya. 
 
Adapun penjelasan Pasal 58 ayat (1) ini dalam Undang-
Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang 
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termasuk “kerugian” akibat pelayanan kesehatan termasuk 
didalamnya adalah pembocoran “rahasia kedokteran”. 
 
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular 
Atas dasar ketentuan undang-undang, pengecualian 
terhadap wajib simpan rahasia kedokteran berlakupada kondisi 
darurat seperti wabah dan bencana alam. Dimana seorang 
dokter tidak boleh membiarkan bencana terjadi tanpa 
penanganan yang semestinya. 
Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pidana Pasal 
14 ayat (1) bahwa : 
“barangsiapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan 
penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 
(satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,-
(satu juta rupiah). 
 
e. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib 
Simpan Rahasia Kedokteran 
Pasal 1 PP No. 10 Tahun 1966 mengatur tentang 
pengertian rahasia kedokteran, yaitu :  
Rahasia kedokteran ialah segala sesuatu yang diketahui 
oleh orang-orang tersebut dalam Pasal 3 pada waktu atau 
selama melakukan pekerjaan dalam lapangan kedokteran. 
 
Pasal 3 PP No. 10 Tahun 1966 mengatur : 
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“Wajib menyimpan rahasia yang dimaksud dalam Pasal 1 
ialah: 
a. Tenaga kesehatan menurut Pasal 2 Undang-Undang 
Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara 
Tahun 1963 No. 78) 
b. Mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam 
lapangan pemeriksaan, pengobatan dan/atau 
perawatan dan orang lain yang ditetapkan oleh 
Menteri Kesehatan. 
 
f. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 
Kesehatan 
Dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 
tentang Tenaga Kesehatan mengatur tentang kewajiban tenaga 
kesehatan (termasuk dokter) untuk menyimpan rahasia 
kedokteran tersebut. sebagaimana dalam Pasal 22 mengatur 
(1) Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam 
melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk : 
a. menghormati hak pasien; 
b. menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan 
pribadi pasien; 
c. memberikan infomasi yang berkaitan dengan 
kondisi dan tindakan yang akan dilakukan; 
d. meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan 
dilakukan; 
e. membuat dan memelihara rekam medis. 
 
g. Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia 
No. 221/PB/A.4/2002 tentang Penerapan Kode Etik 
Kedokteran Indonesia. 
Berdasarkan Pasal 12 SK PB IDI No. 221/PB/A.4/2002 
tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia, mengatur 
bahwa : 
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Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang 
diketahui tentang seorang pasien, bahkan juga setelah 
pasien itu meninggal dunia. 
 
Adapun penjelasan Pasal 12 ini bahwa kewajiban ini 
sering disebut sebagai kewajiban memegang teguh rahasia 
jabatan yang mempunyai aspek hukum dan tidak bersifat 
mutlak. 
 
F. Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter 
Menurut Achadiat (2006:4) Hak yang timbul dalam profesi 
kedokteran, sebenarnya bersumber pada hak dasar, yakni hak dasar 
sosial dan hak dasar individu, keduanya akan saling mendukung, 
minimal berjalan sejajar dan tidak saling bertentangan karena 
merupakan hak dasar manusia. Oleh karena itu, dokter maupun pasien 
sama-sama mempunyai hak tersebut. selanjutnya dari hak dasar ini 
muncullah hak-hak lain yang sangat mewarnai profesi kedokteran. 
Kewajiban yang dimaksud disini adalah dalam kaitan 
hubungan profesional dokter-pasien, dengan salah satu pihak benar-
benar berlaku sebagai dokter sesuai dengan syarat-syarat dan norma 
profesi kedokteran yang berlaku, sehingga saat itu ia memang 
berperan sebagai dokter dalam suatu hubungan hukum tertentu, yakni 
hubungan profesional dokter-pasien. Perlu ditekankan bahwa yang 
dibicarakan ialah jenis hubungan terapeutik, yang tujuannya adalah 
pemulihan atau peningkatan kesehatan pasien hal ini penting untuk 
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diketahui karena ada juga hubungan profesional dokter-pasien yang 
sifatnya nonterapeutik dan tujuannya bukanlah untuk peningkatan atau 
pemulihan kesehatan pasien, misalnya untuk asuransi, penerimaan 
pegawai, dan sebagainya. 
 
1. Hak Pasien 
Dalam Pasal 52 Undang – Undang No. 29 Tahun 2004 
Praktik Kedokteran mengatur : 
Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran 
mempunyai hak: 
a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan 
medis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); 
b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; 
c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; 
d. Menolak tindakan medis; dan 
e. Mendapatkan isi rekam medis. 
Sedangkan menurut Achandiat (2006:6) Saai ini masih 
sulit untuk merumuskan hak-hak pasien secara rinci, tetapi 
beberapa hak telah diakui dalam hubungan profesional dokter-
pasien. Hak-hak tersebut ialah : 
1. Hak atas Informasi Media 
Dalam hal ini pasien berhak mengetahui segala 
sesuatu yang berkaitan dengan keadaan penyakit, yakni 
tentang diagnosis, tindak medis yang dilakukan, risiko 
dilakukan atau tidak dilakukannya tindak medis tersebut. 
informasi medis yang berhak diketahui oleh pasien, 
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termasuk pula identitas dokter yang merawat serta aturan-
aturan yang berlaku di rumah sakit tempat ia dirawat 
(misalnya tentang tarif dan cara pembayaran pada rumah 
sakit tersebut). dokter dapat menahan informasimedis, 
apabila hak tersebut akan melemahkan daya tahan pasien. 
2. Hak Memberikan Persetujuan Tindak Medis 
Persetujuan tindak medis (atau lebih dikenal 
sebagai informed consent) merupakan hal yang sangat 
prinsip dalam profesi kedokteran, bila ditinjau dari sudut 
hukum perdata maupun pidana. Dari sudut perdata, 
hubungan profesional dokter-pasien merupakan suatu 
kontrak terapeutik. Dengan demikian, hukum perikatan 
berlaku sepenuhnya, hanya saja perlu diingat bahwa kontrak 
terapeutik itu bukanlah perikatan berdasarkan hasil 
(resultaatsverbintenis), melainkan termasuk dalam kategori 
perikatan berdasarkan upaya/usaha yang maksimal 
(inspanningverbitenis). Dapat disebut wanprestasi (ingkar 
janji) apabila salah satu pihak tidak melaksanakan, terlambat  
melaksanakan atau salah melaksanakan hal yang 
diperjanjikan, atau melakukan sesuatu yang tidak boleh 
dilakukan menurut perjanjian itu. 
3. Hak Untuk Memilih Dokter atau Rumah Sakit 
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Walaupun pada dasarnya setiap dokter dianggap 
memilki kemampuan yang sama untuk melakukan tindakan 
medis dalam bidangnya, pasien tetap memilih dokter atau 
rumah sakit yang dikehendakinya. Hak ini dapat 
dilaksanakan oleh pasien, tertentu saja dengan konsekuensi 
yang hars ditanggungnya, misalnya masalah biaya. 
4. Hak atas Rahasia Medis 
Menurut Achadiat (2007:7) Rahasia medis, ialah 
segala sesuatu yang disampaikan oleh pasien (secara sadar 
atau tidak sadar) kepada dokter ketika ia dirawat dokter 
tersebut. 
Etika kedokteran menyatakan bahwa rahasia ini 
harus dihormati oleh dokter, bahkan bila pasien itu 
meninggal. 
5. Hak untuk Menolak Pengobatan atau Perawatan serta 
Tindakan Medis 
Hak ini sebagai hak untuk memutuskan hubungan 
dokter-pasien dan hal ini memberikan keleluasaan kepada 
pasien untuk memperoleh alternatif tindakan medis yang 
lain. Hak ini merupakan perwujudan hak pasien untuk 
menentukan nasibnya sendiri. 
Dengan demikian, dokter atau rumah sakit tidak 
boleh memaksa pasien untuk menerima suatu tindakan 
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medis tertentu, melainkan dokter harus menjelaskan resiko 
atau kemungkinan yang terjadi bila tindak medis itu tidak 
dilakukan. Bila setelah menerima penjelasan, pasien tetap 
menolak, pasien harus menandatangani pernyataan 
penolakan itu. 
Dalam kategori ini, dapat dimasukkan hak pasien 
untuk menghentikan perawatan atau pengobatan atas 
dirinya, meskipun tidak juga diterapkan secara kaku 
(misalnya tidak ada lagi uang untuk membiayai pengobatan 
tersebut). 
6. Hak atas Second Opinion 
Dalam usaha mendapatkan second opinion dari 
dokter lain, maka dokter pertama tidak perlu tersinggung, 
demikian pula dengan keputusan pasien setelah 
mendapatkan second opinion. Tentu saja akibat yang timbul 
dari perbuatan pasien itu merupakan konsekuensi pasien itu 
sendiri. Yang perlu diketahui, second opinion sama sekali 
bukanlah bentuk ketidakpercayaan ataupun pelecahan 
terhadap dokter yang merawat, melainkan sebagai 
perwujudan hak asasi pasien untuk memperoleh 
perawatan/pengobatan yang dikehendakinya. Dokter 
pertama tidak perlu tersinggung jika seorang pasien mencari 
second opinion. 
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7. Hak untuk Mengetahui Isi Rekam Medis 
Pasien adalah pemilik isi rekam dan dokter atau 
rumah sakit adalah pemilik berkas rekam medis serta 
bertanggungjawab sepenuhnya atas rekam medis tersebut.  
 
2. Kewajiban Pasien 
Dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran mengatur : 
Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, 
mempunyai kewajiban : 
a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang 
masalah kesehatannya; 
b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi; 
c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan 
kesehatan; dan 
d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. 
 
Menurut Achadiat (2006:10) beberapa kewajiban 
pasien dalam profesi kedokteran, antara lain : 
1. Kewajiban Memberikan Informasi Medis 
Informasi medis yang diperoleh melalui wawancara 
atau anamnesis merupakan salah satu unsur utama dalam 
penegakan diagnosis penyakit yang diderita seorang pasien 
dan selanjutnya diagnosis ini sangat penting untuk 
menentukan suatu tindak medis. Apabila pasien secara 
sengaja menyembunyikan informasi atau memberikan 
informasi yang salah dan kemudian timbul cedera, maka 
dokter dapat terlepas dari kesalahan. Hal ini sangat erat pula 
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kaitannya dengan apa yang disebut “itikad baik” dari pasien 
tersebut. selain itu berkaitan pula dengan contributory 
negligence, ketika pasien turut terlibat dalam peristiwa 
“kelalaian” yang terjadi.dalam hukum, contributory 
negligence dapat merupakan salah satu bentuk peniadaan 
kesalahan terhadap tuduhan kelalaian atau malpraktek. 
2. Kewajiban Menaati Petunjuk atau Nasehat Dokter 
Kewajiban ini penting karena berkaitan langsung 
dengan keberhasilan tindak medis yang diambil dokter. 
Seperti halnya kewajiban memberikan informasi medis, 
segala akibat yang timbul karena tidak dipenuhinya petunjuk 
atau nasehat dokter, tentu terlepas dari tanggung jawab 
dokter yang merawatnya tersebut. Selain itu dokter pun 
berhak memutuskan hubungan profesional dokter-pasien, 
apalagi jika nilainya bahwa kerja sama pasien sudah tidak 
ada gunanya lagi. Disamping itu, kewajiban ini juga berkaitan 
dengan contributory negligence yang telah disebutkan tadi. 
3. Kewajiban Mematuhi Aturan-Aturan pada Sarana Kesehatan 
Termasuk kewajiban menyelesaikan administrasi, 
Juga termasuk hal-hal mengenai waktu kunjungan, 
penunggu pasien, makanan yang  boleh atau tidak boleh 
diberikan kepada pasien dan lain-lain. 
4. Kewajiban Memberikan Imbalan Jasa kepada Dokter 
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Kewajiban ini perlu ditegakkan untuk tercapainya 
kesetaraan hukum dalam hubungan dokter-pasien, bahwa 
segala jerih payah dokter harus dihargai dengan 
sepantasnya sejauh keadaan pasien memungkinkan. 
5. Kewajiban Beterus-terang 
Apabila selama dalam perawatan dokter atau 
rumah sakit timbul masalah, misalnya pasien tidak puas atas 
perawatan atau pengobatan yang diberikan, maka pasien 
wajib menyampaikan pertama kali pada dokter yang 
merawatnya itu. Beberapa pasien mengaitkan ini dengan 
itikad baik dan fairplay dari pasien terhadap dokter. 
6. Kewajiban Menyimpan Rahasia Pribadi Dokter yang 
Diketahuinya 
Beberapa penulis menyebutkan bahwa kewajiban 
ini sebenarnya merupakan kesejajaran dengan hak pasien 
itu sendiri, yakni rahasianya yang wajib disimpan oleh 
dokter. 
 
 
3. Hak Dokter 
Dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran mengatur : 
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran 
mempunyai hak : 
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a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang 
melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi 
dan standar prosedur operasional; 
b. Memberikan pelayanan medis menurut standar 
profesi dan standar prosedur operasional; 
c. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur dari 
pasien atau keluarganya, dan 
d. Menerima imbalan jasa. 
Menurut Achadiat (2006:16) hak-hak dokter tersebut 
antara lain : 
1. Hak untuk Menolak Bekerja di Luar Standar Profesi Medis 
(SPM) 
Tindakan-tindakan medis yang dilakukan 
menyimpang dari Standar Profesi sebenaranya tidak akan 
dapat dipertanggungjawabkan oleh dokter tersebut. dengan 
adanya hak ini, setiap dokter mendapat kepastian bahwa 
tindakan-tindakannya tetap dipercaya sebagai tindakan 
medis yang profesional. 
2. Hak untuk Menolak Tindakan yang Bertentangan dengan 
Kode Etik Profesi Kedokteran 
Hak ini perlu diberikan, agar para dokter tetap 
dapat menjaga keluhuran profesinya dan dengan demikian 
martabat profesi dapat dipertahankan. Termasuk disini juga 
semua tindakan dengan dalih apa pun yang dapat 
dikategorikan bertentangan dengan hati nurani dokter itu. 
 
3. Hak untuk Mengakhiri Hubungan Profesional dengan Pasien 
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Hak untuk mengakhiri hubungan dengan pasien, 
dapat dipergunakan bila dokter menilai bahwa hubungan ini 
akan mengganggu integritas dan martabat profesi 
kedokteran, atau pasien sama sekali tidak menunjukkan 
itikad baik dalam hubungan profesional ini. 
Pada keadaan gawat darurat, hak ini secara 
otomatis gugur dan dalam situasi demikian dokter tidak 
punya pilihan lain kecuali ada pihak lain yang dianggap 
lebih mampu untuk itu. 
Disini termasuk pula hak dokter untuk memperoleh 
informasi medis selengkapnya dari pasien. 
 
4. Hak atas Privacy 
Beberapa penulis menyatakan bahwa hak ini 
merupakan keseimbangan dengan hak pasien untuk 
kerahasiaan pribadinya. 
 
 
5. Hak dalam Fairplay 
Dalam hal ini pasien tidak puas dengan perawatan 
yang diberikan, dokter yang merawat berhak memperoleh 
pemberitahuan pertama untuk peristiwa tersebut karena 
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hubungan professional dokter-pasien sangat diwarnai oleh 
kemauan atau itikad baik kedua belah pihak. 
6. Hak atas Imbalan Jasa 
Hak ini telah diakui dan diterima sejak awal mula 
peradaban manusia, tetapi memang sangat sulit untuk 
menentukan besarnya imbalan tersebut. Yang perlu 
ditekankan bahwa besar atau kecilnya imbalan sama seklai 
tidak boleh mempengaruhi mutu pelayanan yang diberikan, 
atau dengan perkataan lain mutu pelayanan yang diberikan 
tidak boleh dipengaruhi oleh ada atau tidaknya imbalan 
tersebut. Hak ini sesuai dengan persetujuan atau kontrak 
terapeutik yang terbentuk pada saat terjadinya hubungan 
profesional dokter-pasien. 
7. Hak Menolak Memberikan Keterangan tentang Pasien di 
Pengadilan 
Pasal 224 KUHP mengatur tentang kewajiban 
memberikan kesaksian dalam suatu prosedur pengadilan, 
tetapi Pasal 170 ayat (1) KUHAP mengatur 4 kategori 
profesi yang berhak menolak memberikan kesaksian (yakni 
dokter, notaris, pengacara dan jabatan keagamaan seperti 
pastor). Selanjutnya Pasal 170 ayat (2) KUHAP mengatur : 
“Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk 
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permintaan tersebut”, sehingga dapat dikatakan bahwa hak 
ini tidaklah mutlak sifatnya. 
 
4. Kewajiban Dokter 
Menurut Pasal 51 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran : 
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan prktik kedokteran 
mempunyai kewajiban : 
a. Memberikan .pelayanan medis sesuai dengan standar 
profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan 
medis pasien; 
b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang 
mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, 
apabila tidak mampu melakukan seuatu pemeriksaan atau 
pengobatan; 
c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang 
pasein, bahkan juga setelah psien itu meninggal dunia; 
d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, 
kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan 
mampu melakukannya; dan 
e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan 
ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. 
 
Menurut Fred Ameln, (dalam Achadiat, 2006 : 12) 
kewajiban seorang dokter dalam profesi medis dapat 
dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni: 
1. Kewajiban yang berkaitan dengan fungsi sosial 
pemeliharaan kesehatan (health care). Kategori ini 
menekankan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya 
kepentingan pasien saja. 
2. Kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak pasien. 
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3. Kewajiban yang berkaitan dengan Standar Profesi Medis 
(SPM) dan yang timbul dari SPM tersebut. 
Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia/KODEKI 
(yang pada hakikatnya adalah petunjuk atau pedoman pada 
dokter dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang 
profesional), kewajiban dokter dapat dibagi dalam 4 kategori 
yakni : 
1) Kewajiban umum 
2) Kewajiban dokter terhadap pasien 
3) Kewajiban dokter terhadap teman sejawat 
4) Kewajiban dokter terhadap diri sendiri 
Menurut Achadiat (2006:32) Sangat penting untuk 
memahami dan melaksanakan kewajiban ini, karena merupakan 
tiitk tolak terbentuknya hubungan Profesional dokter-pasien. 
Kewajiban (duty) menjadi unsur terbesar dalam formula 4-D 
yang dikenal dalam literatur-literatur barat, formula 4-D itu 
merupakan tolak ukur utama terjadinya tindak kelalaian atau 
malpraktik medik. Formula ;tersebut ialah : 
1. Duty (kewajiban) 
2. Dereliction of duty (pelanggaran atas kewajiban) 
3. Damage (kerugian atau cedera) 
4. Direct causation (akibat langsung) 
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Perlu dicatat pula bahwa keempat unsur formula 
tersebut harus dipenuhi seluruhnya, untuk menyatakan 
terjadinya suatu kelalaian atau malpraktik (komulatif). Fred 
Ameln juga menekankan pentingnya informed consent dan 
Standar Profesi Medik (SPM) sebagai tolak ukur meskipun 
sebenarnya kedua hal ini masih dalam cakupan pengertian 
kewajiban seorang dokter. Dikatakan pula bahwa pemenuhan 
terhadap informed consent dan SPM itu merupakan dasar dari 
peniadaan hukuman pada hukum kedokteran. 
Beberapa kewaijban dokter dalam profesi medis yang 
penting adalah : 
1. Kewajiban untuk Bekerja Sesuai dengan SPM 
Meskipun SPM sendiri sampai saat ini belum dapat 
dirumuskan di Indonesia, namun dapat dipakai rumusan dari 
Leenen untuk hal tersebut, yakni : 
 
a. Bekerja dengan teliti, hati-hati dan seksama 
b. Sesuai dengan ukuran medis 
c. Sesuai dengan kemampuan rata-rata dibandingkan 
dengan dokter keahlian medis yang sama 
d. Dalam situasi dan kondisi sebanding 
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e. Dengan sarana dan upaya yang memenuhi perbandingan 
wajar dibandingkan dengan tujuan konkret tindak medis 
tersebut. 
Seorang dokter yang menyimpang dari SPM 
dikatakan telah melakukan suatu kelalaian atau kesalahan 
dan hal tersebut dapat merupakan salah satu unsur dari 
malpraktik medis, yakni apabila kesalahan tersebut bersifat 
sengaja (dolus) serta menimbulkan kerugian pada pasien. 
2. Kewaijban Memberikan Informasi tentang Tindak Medis yang 
akan Dilakukan terhadap Pasien 
Kewajiban ini berdasarkan hak pasien untuk 
mengetahui semua informasi medis yang dipahaminya, 
sehingga kemudian ia dapat memutuskan menerima atau 
tidak tindak medis atas dirinya itu. Dalam keadaan tertentu 
dokter dapat menahan informasi tersebut, yakni dalam hal 
informasi tersebut akan memperlemah daya tahan pasien. 
3. Kewajiban Menyimpan Rahasia Jabatan atau Pekerjaan 
Medis 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1966, hal ini telah diatur dan terhadap pelanggaran atas 
kewajiban ini pelakunya dapat dikenakan Pasal 112 dan 322 
KUHP, disamping sanksi administratif oleh menteri 
kesahatan. Dari hukum perdata, dapat di terapkan Pasal 
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1365 KUHP perdata. Mengenai rumusan rahasia medis, 
telah disampaikan pada bagian hak pasien dalam profesi 
kedokteran. Pada beberapa keadaan, kewajiban ini dapat 
dikesampingkan, yakni dalam hal-hal sebagai berikut : 
a. Diatur oleh Undang-Undang (Misalnya UU Penyakit 
Menular) 
b. Bila pasien mendapat hak sosial tertentu (Misalnya 
tunjangan atau penggantian biaya kesehatan) 
c. Pasien sendiri sudah mengizinkan (secara lisan maupun 
tertulis) 
d. Pasien menunjukkan kesan bahwa ia menghendaki 
demikian (misalnya membawa pendamping ke ruang 
praktik dokter) 
e. Bila untuk kepentingan umum atau kepentingan yang 
lebih tinggi (Misalnya pengumuman tentang sakitnya 
seorang pejabat negara) 
4. Kewajiban Menolong Pasien Gawat Darurat 
Sebenarnya kewajiban ini terdapat pada setiap 
orang, yakni menolong sesama manusia yang berada dalam 
keadaan darurat, tetap pada diri seorang dokter kewajiban 
ini menjadi lebih menonjol, karena dokter lebih menguasai 
ilmu tentang manusia dan kesehatan. Pada keadaan tertentu 
(misalnya keadaan darurat, pasien tidak sadar dan tidak ada 
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pihak yang dapat dimintai persetujuannya) dokter dapat 
bertindak tanpa persetujuan pasien, sedangkan tuntutan 
atau gugatan terhadap pasien dalam keadaan seperti ini 
ditiadakan, meskipun dalam kasus demikian dokter telah 
bertindak tanpa izin pasien. Keadaan yang dikenal sebagai 
Good Samaritan Doctrine ini telah diakui dapat memenuhi 
rasa keadilan dalam peradaban manusia karena jika prinsip 
ini tidak dianut, akan timbul keengganan menolong sesama 
manusia akbiat takut terhadao kemungkinan timbulnya 
gugatan atau tuntutan di kemudian hari. Tetapi harus diingat, 
bahwa penghapusan tuntutan atau gugatan tersebut 
mempersyaratkan satu hal pokok, yaitu SPM tadi. Dengan 
demikian, prinsip diatas sama sekali tidak berarti dokter 
noleh bertindak dengan melanggar SPM. 
 
G. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan Majelis 
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) 
1. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) 
Persidangan MKEK bertujuan untuk mempertahankan 
akuntabilitas, profesionalisme dan keluhuran profesi. Dalam hal 
seorang dokter diduga melakukan pelanggaran etika kedokteran 
(tanpa melanggar norma hukum), maka ia akan dipanggil dan disidang 
oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI untuk dimintai 
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pertanggung-jawaban (etik dan disiplin profesi)nya. Persidangan 
MKEK bertujuan untuk mempertahankan akuntabilitas, profesionalisme 
dan keluhuran profesi. 
Proses persidangan etik dan disiplin profesi dilakukan terpisah 
dari proses persidangan  gugatan perdata atau tuntutan  pidana oleh 
karena domain dan jurisdiksinya berbeda. Persidangan etik dan disiplin 
profesi dilakukan oleh MKEK IDI, sedangkan gugatan perdata dan 
tuntutan pidana dilaksanakan di lembaga pengadilan di lingkungan 
peradilan umum. Dokter tersangka pelaku pelanggaran standar profesi 
(kasus kelalaian medik) dapat diperiksa oleh MKEK, dapat pula 
diperiksa di pengadilan – tanpa adanya keharusan saling berhubungan 
di antara keduanya. Seseorang yang telah diputus melanggar etik oleh 
MKEK belum tentu dinyatakan bersalah oleh pengadilan, demikian 
pula sebaliknya. 
Persidangan MKEK bersifat inkuisitorial khas profesi, yaitu 
Majelis (ketua dan anggota) bersikap aktif melakukan pemeriksaan, 
tanpa adanya badan atau perorangan sebagai penuntut. Persidangan 
MKEK secara formiel tidak menggunakan sistem pembuktian  
sebagaimana lazimnya di dalam hukum acara pidana ataupun perdata, 
namun demikian tetap berupaya melakukan pembuktian mendekati 
ketentuan-ketentuan pembuktian yang lazim. 
Dalam melakukan pemeriksaannya, Majelis berwenang 
memperoleh : 
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1. Keterangan, baik lisan maupun tertulis (affidavit), langsung dari 
pihak-pihak terkait (pengadu, teradu, pihak lain yang terkait) dan 
peer-group / para ahli di bidangnya yang dibutuhkan 
2. Dokumen yang terkait, seperti bukti kompetensi dalam bentuk 
berbagai ijasah/ brevet dan pengalaman, bukti keanggotaan 
profesi, bukti kewenangan berupa Surat Ijin Praktek Tenaga Medis, 
Perijinan rumah sakit tempat kejadian, bukti hubungan dokter 
dengan rumah sakit, hospital bylaws, SOP dan SPM setempat, 
rekam medis, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan kasusnya. 
Eksekusi Putusan MKEK Wilayah dilaksanakan oleh Pengurus IDI 
Wilayah dan/atau Pengurus Cabang Perhimpunan Profesi yang 
bersangkutan. Khusus untuk SIP, eksekusinya diserahkan kepada 
Dinas Kesehatan setempat. Apabila eksekusi telah dijalankan maka 
dokter teradu menerima keterangan telah menjalankan putusan. 
 
2. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) 
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) 
merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia 
(KKI) yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen. 
Tujuan penegakan disiplin adalah : 
1. Memberikan perlindungan kepada pasien. 
2. Menjaga mutu dokter / dokter gigi. 
3. Menjaga kehormatan profesi kedokteran / kedokteran gigi. 
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MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk : 
1. Menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter 
dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan 
kedokteran gigi. 
2. Menetapkan sanksi disiplin. 
Tugas MKDKI :  
1. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus 
pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan  
2. Menyusun pedoman  dan  tata cara penanganan kasus 
pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi  (sesuai dengan 
Pasal 4) 
Anggota MKDKI terdiri dari dokter, dokter gigi, dan sarjana hukum 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Ikatan Dokter Indonesia (IDI) karena 
terdapat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran yang menyidangkan 
kasus dugaan pelanggaran etik dan/atau disiplin profesi di kalangan 
kedokteran. Selain itu penelitian juga akan dilakukan Perpustakaan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Alasan dipilihnya lokasi 
penelitian ini adalah penelitian ini lebih bersifat normatif maka 
dibutuhkan literatur yang berhubungan dengan pertanggungjawaban 
pidana dokter terhadap pelanggaran rahasia kedokteran. 
  
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini dipergunakan dua jenis sumber data yaitu : 
1. Data Primer yaitu diperoleh secara langsung melalui wawancara 
terbuka. 
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan 
melalui literature atau studi kepustakaan, internet, buku – buku, 
ilmu hukum, hasil  penelitian, aturan perundang-undangan, surat 
kabar, majalah, koran dan lain sebagainya yang berhubungan 
erat dengan masalah yang akan diteliti serta data-data dari 
dokumen-dokumen di Ikatan Dokter indonesia.  
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C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan 
data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat 
teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilakukan 
dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai reverensi berupa 
buku – buku, Ilmu hukum, tulisan – tulisan tentang ilmu hukum, 
tentang ilmu kedokteran, majalah, laporan, media cetak dan 
perundang – undangan yang relevan dengan permasalahan yang 
akan diteliti. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data 
primer secara langsung pada objek – objek atau sumber data, 
sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif 
dilaksanakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara 
terbuka (open interview.  
D. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh melalui penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu 
sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan 
pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui 
dokumentasi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui 
wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan 
menggunakan pendekatan normatif. BAB IV 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengecualian oleh Hukum dalam Membuka Rahasia Penyakit 
Pasien 
Dokter wajib menjaga kerahasiaan pasiennya baik yang 
dikemukakan oleh pasiennya maupun isi rekam medis. Walaupun telah 
diatur oleh undang-undang atas wajib simpan rahasia kedokteran 
tetapi ada pengecualian rahasia kedokteran tersebut dapat 
diungkapkan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan dokter, pengacara dan 
hakim, serta beberapa literatur tentang rahasia kedokteran, 
pengungkapan rahasia kedokteran dapat dilakukan pada keadaan : 
1. Atas ijin/otorisasi pasien 
Pengungkapan rahasia kedokteran dapat diberikan atas dasar ijin 
dari pasien. Pasien diberikan penjelasan tentang alasan 
pengungkapan rahasia. Dalam hal ini pasien harus dalam keadaan 
kompeten. Demi keamanan, oleh rumah sakit biasanya dimintakan 
Surat izin Tertulis dari pasien/keluarganya secara khusus. 
2. Keperluan asuransi 
Untuk dapat mengungkapkan rahasia kedokteran terhadap pihak 
asuransi, terlebih dahulu sudah terdapat kesepakatan antara 
asuransi dengan pasien pada saat mengikuti asuransi. Pihak 
asuransi harus menunjukkan kepada dokter lembar persetujuan 
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pasien atas pengungkapan rahasia medisnya. Dalam hal ini, dokter 
tidak perlu menjelaskan tentang keadaan pasien secara 
menyeluruh, data terbatas dan hanya yang relevan. 
 
3. Dokter perusahaan 
Adanya kontrak antara dokter dengan dengan perusahaan melalui 
sebuah perjanjian. Dengan itu maka hubungan dokter dengan 
perusahaan menjadi nomor satu sedangkan kewajiban dokter 
dengan pasien menjadi nomor dua. Hal ini sudah menjadi 
kewajiban dokter untuk melaporkan hal-hal yang wajib lapor kepada 
perusahaan walaupun data yang diberikan hanya terbatas dan 
yang relevan berkaitan dengan public health & duty to warn. 
 
4. Dokter penguji kesehatan 
Adanya kontrak antara dokter dengan peminta uji kesehatan 
(biasanya tidak selalu pasien sendiri). Jawaban dari hasil 
pemeriksaan adalah untuk peminta kesehatan terlebih dahulu 
pasien diberitahukan tentang hal ini. 
 
5. Kepada penguasa hukum 
Adanya permintaan resmi terhadap pengungkapan rahasia 
kedokteran. Pengungkapan rahasia sebaiknya diberikan dalam 
bentuk surat keterangan riwayat penyakit yang ditulis dengan 
lengkap, jelas dan jujur serta menggunakan bahasa awam. Rekam 
medis tidak boleh diberikan karena rekam medis hanya boleh 
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keluar dari Rumah Sakit atas perintah peradilan. Seperti yang 
tercantum dalam : 
Pasal 51 KUHP : 
i. Siapapun tak terpidana jika melakukan peristiwa untuk 
menjalankan sesuatu perintah jabatan yang diberikan oleh 
penguasa yang berwenang untuk itu. 
ii. Perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang 
tidak membebaskan dari keadaan terpidana, kecuali dengan 
itikad baik pegawai yang dibawahnya itu menyangka bahwa 
penguasa itu berwenang untuk memberi perintah itu dan perintah 
menjalankan terletak dalam lingkungan kewajiban pegawai yang 
diperintah itu. 
 
6. Menjalankan undang-undang 
Pengungkapan diperlukan atas dasar kepentingan peradilan dan 
masyarakat. Seperti contoh: melaporkan kelahiran, kematian, UU 
wabah, UU karantina, UU kesehaan kerja. Seperti yang tercantum 
dalam Pasal 50 KUHP : “siapapun tak terpidana, jika peristiwa itu 
dilakukan untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan”. 
 
 
7. Di peradilan 
Dipakai sebagai alat bukti yang sah. Menurut hukum, setiap warga 
negara dapat dipanggil untuk didengar sebagai saksi. Selain itu, 
seorang yang mempunyai keahlian dapat juga dipanggil sebagai 
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saksi ahli. Maka dapat terjadi bahwa seorang yang mempunyai 
keahlian seperti contoh seorang dokter dipanggil sebagai saksi, 
sebagai ahli sekaligus sebagai saksi. Sebagai saksi ahli, ia 
diharuskan memberikan keterangan tentang seseorang yang 
sebelum itu telah menjadi pasien yang ditanganinya. Termuat 
dalam KUHP Pasal 224 : 
Barang siapa yang secara sah dipanggil sebagai saksi, saksi ahli, 
atau sebagai penterjemah tidak memenuhi kewajiban yang harus 
dipenuhi  hukum : 
1. Dalam perkara pidana dengan hukuman penjara paling 
lama 9 bulan; 
2. Dalam perkara lainnya dengan hukuman penjara paling 
lama 6 bulan. 
Sebuah dilema untuk seorang dokter jika menghadapi hal 
seperti ini. Di satu sisi jika dokter tidak memenuhi panggilan bisa 
dipersalahkan. Tetapi jika memenuhi panggilan juga dapat 
dipersalahkan karena membocorkan rahasia yang dipercayakan 
kepadanya. Dalam keadaan ini seolah-olah melanggar rahasia 
jabatannya. Maka sikap yang harus diambil dokter : 
a. Dokter tersebut dipanggil sebagai saksi ahli dan hanya diminta 
pendapatnya dibidang keahliannya. Dokter dalam posisi tidak 
ada kaitannya dengan pihak-pihak yang berperkara. Ia bebas 
untuk menyatakan pendapatnya mengenai perihal medis yang 
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ditanyakan kepadanya. Dalam situasi ini tidak ada persoalan 
rahasia medis sepanjang ia tidak mengungkapkan hal-hal 
pribadi pasien. 
b. Dokter digugat di Pengadilan oleh pasiennya atas dasar dugaan 
kelalaian (dokter sebagai tergugat). Dengan adanya gugatan 
pasiennya, dianggap pasien itu sudah membebaskan dokternya 
dari kewajiban untuk menyimpan rahasianya. Ia boleh 
mengungkapkan rahasia medis pasien demi pembelaan diri. 
c. Jika pihak pasien yang berperkara dengan pihak lain. Oleh 
pasien, dokter dimintakan untuk memberikan keterangan di 
bidang medis. Dalam situasi ini dokter boleh mengungkapkan 
rahasia medis pasien tersebut atas permintaan pasien. Dalam 
hal ini pasien dianggap sudah melepaskan haknya dan 
membebaskan dokter dari kewajiban menyimpan rahasiannya. 
Namun, dokter juga boleh menolak mengungkap rahasia medis jika 
dokter tersebut beranggapan hal itu demi kebaikan pasien (Hak 
Tolak-Ungkap). Hak ini diatur dalam KUHP Perdata Pasal 1909. 
Namun jika hakim berpendapat bahwa dokter itu harus 
mengungkapkan, maka dokter harus mengungkapkannya. 
Dokter mempunyai hak mengundurkan diri. Dalam hal perlindungan 
hukumnya didapatkan berdasarkan : 
Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa 
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1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau 
jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat dibebaskan 
dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi yaitu 
tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. 
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk 
permintaan tersebut, pengadilan negeri memutuskan apakah 
alasan yang dikemukakan oleh saksi atau saksi ahli untuk tidak 
berbicara itu, layak dan dapat diterima atau tidak. 
Penegakan hak undur diri dapat dianggap sebagai pengakuan para 
ahli hukum bahwa kedudukan rahasia jabatan itu harus dijamin 
sebaik-baiknya. Pembebasan itu tidak selalu datang dengan 
sendirinya. Menurut ayat (2), Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan 
Negeri atau hakim yang memutuskan apakah alasan yang 
dikemukakan oleh saksi atau saksi ahli untuk tidak berbicara itu 
layat dan dapat diterima atau tidak.  
8. Daya paksa 
Pengungkapan rahasia kedokteran terjadi pada keadaan 
Overmatch dan Noodtoestand (darurat) seperti contoh : Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga. Seperti yang tercantum dalam Pasal 48 
KUHP “Siapapun tidak terpidana, jika melakukan peristiwa kaena 
terdorong oleh keadaan memaksa”. 
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Hal tersebut di atas secara lebih umum diatur pada Pasal 
57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ayat 
(2) bahwa “Ketentuan mengenai  hak atas rahasia kondisi 
kesehatan pribadi pasien tidak berlaku dalam hal : 
a. Perintah undang-undang; 
b. Perintah pengadilan; 
c. Izin yang bersangkutan; 
d. Kepentingan masyarakat; atau 
e. Kepentingan pasien. 
Jadi, apabila seorang dokter membuka suatu rahasia 
kedokteran atas dasar atau alasan-alasan tersebut di atas maka 
dokter tersebut dapat dibebaskan dari segala sanksi hukum baik 
administratif maupun sanksi pidana yang telah diatur. 
 
B. Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Membuka Rahasia 
Kedokteran 
Penyelesaian kasus tindak pidana membuka rahasia 
kedokteran dapat diselesaikan melalui 2 jalur yaitu jalur litigasi 
(pengadilan) dan jalur non litigasi. Mahkamah Agung melalui Surat 
Edarannya (SEMA) tahun 1982 telah memberikan arahan kepada para 
hakim, bahwa penanganan terhadap kasus dokter atau tenaga 
kesehatan lainnya yang diduga melakukan tindakan atau pelayanan 
medis agar jangan langsung diproses melalui jalur hukum, tetapi 
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dimintakan dulu pendapat dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 
Indonesia (MKDKI) suatu lembaga independen yang berada dibawah 
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) atau melalui Majelis Kehormatan 
Etik Kedokteran (MKEK) yang berada pada naungan IDI (Ikatan Dokter 
Indonesia). 
Pasal 22 Undang-Undang Kesehatan mengatakan, bahwa 
dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam 
menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih 
dahulu melalui mediasi. Dalam penjelasannya tidak disebutkan dengan 
jelas ke badan apa mediasi itu akan diselesaikan, namun Undang-
Undang Praktik Kedokteran mengamanatkan terbentuknya lembaga 
penyelesaian disiplin kedokteran Indonesia (MKDKI). MKDKI maupun 
MKEK bukan lembaga mediasi, dalam konteks mediasi penyelesaian 
sengketa, namun MKDKI adalah lembaga Negara yang berwenang 
untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan maupun kelalaian 
yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi dalam penerapan disiplin 
ilmu kedokteran atau kedokteran gigi dan menetapkan sanksi bagi 
dokter atau dokter gigi yang dinyatakan bersalah sedangkan MKEK 
adalah majelis kehormatan untuk kasus etika kedokteran yang 
dilanggar yang berada dalam naungan IDI.  
Berdasarkan Hasil Wawancara Langsung dengan Dokter dari 
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Makassar, Tata cara 
penanganan kasus oleh MKDKI telah diatur dalam Peraturan Konsil 
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Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Penanganan Kasus dugaan pelanggaran tersebut dilakukan setelah 
adanya pengaduan. Syarat pengaduan tersebut terdapat dalam Pasal 
3 Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011. Setelah pengaduan terdaftar di 
MKDKI/MKDKI-P maka pihak pengadu dapat memberikan data 
pendukung pengaduan yang berupa alat bukti yang dimiliki dan 
pernyataan tentang kebenaran pengaduan. Setelah itu akan dilakukan 
klarifikasi oleh petugas khusus MKDKI/MKDKI-P. Selanjutnya masuk 
pada penanganan kasus yang berupa “Pemeriksaan Awal”. Tahap 
pemeriksaan awal ini dibahas pada Pasal 13-18 Peraturan Konsil 
Kedokteran Nomor 2 Tahun 2011. Pada tahap pemeriksaan awal ini 
pihak MKDKI memeriksakan apakah pengaduan tersebut diterima atau 
tidak. Jika pengaduan diterima maka Ketua MKDKI membentuk MPD 
yaitu Majelis Pemeriksa Disiplin. Anggota dari MPD ini berasal dari 
MKDKI. MPD dapat memutuskan pengaduan tersebut dapat diterima, 
ditolak atau penghentian pemeriksaan. MPD selanjutnya melakukan 
investigasi. Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan 
alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang diadukan. Setelah 
investigas, baru dilakukan sidang pemeriksaan disiplin. 
Setelah sidang pemeriksaan disiplin kedokteran selesai, 
maka MPD akan menetapkan keputusan yang dapat berupa: 
a. Dinyatakan tidak melakukan pelanggaran disiplin. 
b. Pemberian sanksi disiplin, berupa: 
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1. Peringatan tertulis 
2. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan  
3. Rekomendasi pencabutan STR atau SIP yang bersifat : 
a. Sementara paling lama 1 tahun 
b. Tetap atau selamanya 
c. Pembatasan tindakan asuhan medis tertentu pada suatu 
area ilmu kedokteran dalam pelaksanaan praktik kedokteran. 
Apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka 
setelah keputusan Dokter yang diadukan dapat mengajukan keberatan 
terhadap keputusan MKDKI kepada Ketua MKDKI dalam waktu 
selambat-lambatnya 30 hari sejak dibacakan atau diterimanya 
keputusan tersebut dengan mengajukan alat bukti baru yang 
mendukung keberatannya. 
Secara singkat, alur persidangan oleh Majelis Kehormatan 
Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dapat digambarkan melalui 
bagan di bawah ini : 
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Dalam hal menjamin netralitas MKDKI, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang 
Praktik Kedokteran, disebutkan bahwa MKDKI terdiri atas 3 orang dokter, 
3 orang dokter gigi dan 3 orang sarjana hukum. 
Saat penelitian, penulis menemukan kasus mengenai tindak 
pidana membuka rahasia kedokteran, kronologi kasus tersebut adalah 
sebagai berikut : 
Kematian seorang mahasiswa Diploma 3 bahasa asing jurusan sastra 
Inggris Angkatan 2003 Universitas Nasional (UNAS) Jakarta dalam 
sebuah unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM pada tanggal 23 Mei 
2008. Maftuh adalah satu dari 31 mahasiswa Unas yang ditahan 
Polres Jakarta Selatan pasca bentrokan antara mahasiswa dan polisi 
dalam aksi unjuk rasa di Kampus Unas, Jakarta Selatan. Dalam 
bentrokan itu, Maftuh mengalami luka di kepala bagian belakang. Ia 
sempat dirawat di Rumah Sakit UKI dan Rumah Sakit Pusat Pertamina 
(RSPP) sebelum mneghembuskan nafas terakhirnya. Berikut 
kronologis kasus Maftuh Fauzi versi Tim Dokter RSPP-UKI-UNAS 
yang penulis peroleh dari Kompas, Sabtu (21/6). 
1. Tanggal 14 Mei 2008, Maftuh dirawat di Medical Centre Depok 
dengan suspek Typhoid (Tiphus-red). 
2. Tanggal 24 Mei-2 Juni 2008, kejadian di UNAS dan penahanan di 
Polres Jakarta Selatan. Saat itu terdapat luka robek di kepala 
belakang kiri seluas 5 mm x 2 mm. Dilakukan satu jahitan. 
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3. Tanggal 10 Juni berobat ke Rumah Sakit Pasar Rebo dengan 
Chepalgia dan riwayat Epilepsi serta batuk-batuk (TBC). 
Dilakukan Brain CT Scanning dengan hasil: tidak didapatkan 
kelainan pada tulang kepala maupun jaringan otak. Dikarenakan 
tidak tersedia kamar rawat inap, Maftuh dialihkan perawatan ke 
RS UKI. 
4. Tanggal 10 Juni, Maftuh dirawat di RS UKI. Pada pemeriksaaan 
Thorak ditemukan TBC paru-paru, selama dirawat di RS UKI 
sampai tanggal 16 Juni 2008 keadaan umum semakin menurun 
disarankan untuk melakukan pemeriksaan MRI tetapi menolak. 
5. Tanggal 16 Juni, Maftuh mengalami gaduh gelisah dan berteriak-
teriak di RS UKI. 
6. Tanggal 17 Juni 2008, dilakukan pemeriksaan HIV dengan hasil 
reaktif, kemudian keluarga meminta pulang paksa kemudian 
pindah ke RSPP. 
7. Tanggal 17 Juni 2008, Pukul 22.50 WIB, maftuh sampai di UGD 
RSPP. 
8. Tanggal 18 Juni 2008, Pukul 00.01 WIB kemudian dirawat di ICU 
RSPP. Pada pemeriksaan di ICU didapatkan tekanan darah 
134/74 Mm.Hg, nadi  103 per menit, RR 20 kali per menit. 
Ditemukan luka lecet yang sudah mengering di belakang kepala. 
Dilakukan Brain CT Scan, hasil tidak tampak kelainan morfologi 
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cerebral/intracranial dan struktur tulang tidak menunjukkan 
kelainan. 
9. Tanggal 19 Juni 2008, polisi datang meminta keterangan medis 
tetapi datang tanpa membawa surat keterangan, tetapi kemudian 
diusulkan siangnya, tidak dijawab pihak RSPP. Keadaan semakin 
menurun, ditemukan tanda-tanda mati batang otak. Kepada 
keluarga sudah dijelaskan oleh Tim Dokter RSPP diwakili oleh 
Direktur Medis yang disaksikan oleh ayah dan ibunya, Biro Rektor 
& Humas UNAS bahwa pasien adalah penderita HIV. Keluarga 
sudah mengetahui. 
10. Tanggal 20 Juni 2008, keadaan Maftuh semakin menurun. 
Kemudian meninggal pada pukul 11.20 WIB 
11. Tanggal 21 Juni 2008, setelah Maftuh dinyatakan meninggal, masih 
banyak wartawan berkumpul di RSPP. Direksi dan tim dokter 
yang merawat melakukan keterangan pers. Mereka menjelaskan 
bahwa kematian Maftuh disebabkan Cardio Respiratory Failure 
karena Sespis tanpa menunjukkan file. (atau dengan bahasa 
yang sederhana , Maftuh mengalami gagal jantung karena infeksi 
sistemik) 
12. Tanggal 21 Juni 2008, Pukul 18.00 WIB sekitar 100 mahasiswa 
masuk ke rumah sakit dan ruang unit gawat darurat (UGD) sambil 
berteriak-teriak menesak pihak rumah sakit menjelaskan 
penyebab kematian Maftuh. Dokter menunjukkan rekam medis 
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dan hasil foto CT Scan kepala. Penjelasannya tidak diterima dan 
dinyatakan berbohong. Mahasiswa terus mendesak dan akhirnya 
pihak rumah sakit menunjukkan hasil pemeriksaan HIV dengan 
hasil reaktif. Perbuatan dokter dan Rumah sakit ini dianggap telah 
melanggar disiplin maupun etika kedokteran yang secara terang-
terangan membuka rahasia penyakit pasien berupa rekam medis 
pasien tanpa adanya permintaan izin terlebih dahulu dari pihak 
keluarga pasien.  
Berdasarkan kronologi kasus Maftuh Fauzi di atas, penulis 
berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Dokter Widyah 
tersebut merupakan suatu pelanggaran rahasia kedokteran yang 
terlalu tergesa-gesa menyampaikan penyebab kematian Maftuh tanpa 
dilakukan otopsi terlebih dahulu yang seharusnya wajib disimpan oleh 
dokter berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran menandaskan bahwa setiap dokter wajib 
menyimpan rahasia kedokteran. Berdasarkan ketentuan Pasal 57 UU 
Kesehatan ayat (2)  juga mengatur bahwa pengecualian dalam 
membuka rahasia kedokteran dapat dilakukan dalam hal perintah 
undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, 
kepentingan masyarakat dan kepentingan pasien. 
 Dengan ini, kasus Maftuh Fauzi diselesaikan melalui Sidang 
Majelis Kehormatan Etik Kodokteran oleh Pengurus Besar IDI untuk 
mengungkap kasus Dokter yang secara terang-terangan 
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mengumumkan rekam medis yang merupakan pelanggaran rahasia 
kedokteran kepada mahasiswa maupun pihak wartawan. 
Penyelesaian kasus pelanggaran etika oleh MKEK pada 
awalnya pihak yang dirugikan akan mengadukan dugaan tersebut 
kepada IDI lalu IDI akan menyaring aduan tersebut apakah benar 
terjadi pelanggaran atau tidak. Ketika benar terjadi pelanggaran maka 
sekretaris MKEK akan memberi nomor registrasi perkara dan bukti 
tanda terima kemudian akan dilaporkan ke ketua MKEK. Proses 
persidangan oleh MKEK bersifat intern dan ekstern. Persidangan intern 
oleh ketua MKEK pada awalnya yaitu untuk menentukan apakah 
pengaduan tersebut masuk dalam lingkup kewenangan MKEK atau 
bukan. Ketika pengaduan tersebut bukan merupakan kewenangan 
MKEK maka pengaduan tidak sah dan ketika pengaduan sah maka 
akan dilaksanakan persidangan ekstern. Persidangan ekstern inilah 
yang akan memperjelas pelanggaran yang dilakukan oleh dokter 
sehingga di dalam sidang akan penghasilkan suatu putusan apabila 
bersalah maka dapat dilaksanakan banding atau bina dan ketika dokter 
tidak bersalah maka dokter yang bersangkutan akan direhabilitasi. 
Dengan ini,  
Adapun alur penanganan dugaan pelanggaran etik oleh 
Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) secara singkat dapat 
digambarkan melalui bagan di bawah ini : 
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Berdasarkan hasil wawancara melalui telpon dengan Wakil 
Ketua MKDKI Dr. Sabir Alwi SH., MH tanggal 06 Januari 2015 bahwa 
kasus pelanggaran rahasia kedokteran belum ada yang masuk ke 
MKDKI. Namun memang pada kenyataannya masih banyak dokter 
yang secara terang-terangan membuka rekam medis pasien yang 
merupakan hak pasien untuk kerahasiaan riwayat penyakitnya. Untuk 
penyelesaian kasus tindak pidana pelanggaran rahasia kedokteran 
dapat ditempuh melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Majelis 
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan jalur pengadilan, 
namun pada dasarnya untuk kasus tersebut diselesaikan melalui 
MKEK terlebih dahulu.  
UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No. 44  tahun 2009 
tentang rumah sakit tidak menyebutkan sanksi pidana yang diberikan 
kepada dokter yang membuka rahasia kedokteran hanya saja dalam 
Pasal 29 UU Kesehatan memberikan solusi berupa mekanisme 
mediasi bagi masyarakat/pasien yang merasa dirugikan atas kelalaian 
tenaga kesehatan termasuk dokter dalam memberikan pelayanan. 
Pasal 29 itu mengatur bahwa : “Dalam hal tenaga kesehatan diduga 
melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut 
harus diselesaiakan dahulu melalui mediasi”. Asas hukum lex specialis 
derogat legi generalis juga dapat diterapkan yaitu undang-undang 
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bidang kesehatan dapat mengenyampingkan aturan umum 
sebagaimana yang tertuang dalam KUHP. 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan seorang 
Pengacara dibidang kesehatan Samuel B Paimbonan tanggal 12 
Desember 2014 Makassar , bahwa pada dasarnya penyelesaian kasus 
pelanggaran rahasia kedokteran tidak langsung diselesaikan melalui 
jalur pengadilan, tetapi penyelesaiannya bisa melalui jalur non litigasi 
pada sidang kehormatan etik melalui Majelis Kehormatan Etik 
Kedokteran (MKEK) atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 
Indonesia (MKDKI). Hal serupa juga dikatakan oleh Suparman, S.H., 
M.H.  salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 
Desember 2014 bahwa ketika kasus pelanggaran rahasia kedokteran 
terjadi maka penyelesaian awalnya melalui Majelis Kehormatan Etik 
Kedokteran (MKEK) atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 
Indonesia (MKDKI). Putusan MKDKI tersebut dapat dijadikan sebagai 
alat bukti awal yaitu alat bukti surat dalam proses pengaduan pada 
tingkat pengadilan khususnya pidana, karena sudah melalui rangkaian 
proses dan merupakan hasil dari sebuah proses penanganan disiplin 
apakah ada pelanggaran atau tidak. Meskipun di KUHP terdapat 
ketentuan mengenai Tindak Pidana Membuka Rahasia namun 
kasusnya tidak pernah didapatkan sampai ke jalur pengadilan dan 
hanya sampai pada Sidang Kode Etik dengan sanksi administratif yang 
diberikan kepada dokter.  
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Namun, tidak tertutup kemungkinan kasus Tindak Pidana 
membuka rahasia kedokteran diselesaikan berdasarkan jalur 
pengadilan. Berdasarkan asas legalitas bahwa terdapat aturan tentang 
tindak pidana membuka rahasia kedokteran dalam Pasal 322 KUHP 
namun karena membuka rahasia kedokteran lebih kepada 
pelanggaran etika kedokteran maka penyelesaiannya terlebih dahulu 
melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran seperti halnya dengan 
kasus Maftuh Fauzi di atas.  
Untuk penyelesaian kasus tindak pidana membuka rahasia 
kedokteran di pengadilan, proses acaranya sama saja dengan tindak 
pidana biasa yang menjadi perbedaan mendasarnya adalah harus 
adanya saksi ahli di bidang kedokteran untuk membantu hakim dalam 
memutus perkara medis khususnya tentang tindak pidana membuka 
rahasia kedokteran. Selain itu, putusan dari Majelis Kehormatan 
Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dapat dijadikan sebagai bukti 
surat dalam pengadilan ketika kasus tersebut akan diselesaikan 
melalui jalur pengadilan. 
Penanganan kasus tindak pidana rahasia kedokteran dapat 
digambarkan melalui bagan berikut : 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat memberikan 
kesimpulan seagai berikut : 
 
1. Seorang dokter dapat dibenarkan oleh hukum di dalam membuka 
rahasia penyakit pasien berdasarkan perintah undang-undang, 
perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan 
masyarakat, kepentingan pasien. Secara lebih khusus seorang 
dokter dapat mengungkapkan rahasia penyakit pasien dalam 
keadaan – keadaan  seperti atas ijin/otorisasi pasien sendiri, 
keperluan asuransi, dokter perusahaan, dokter penguji kesehatan, 
kepada penguasa hukum, menjalankan undang-undang, di 
peradilan dan daya paksa. 
2. Penyelesaian kasus tindak pidana membuka rahasia kedokteran 
dapat diselesaikan melalui 2 cara yaitu jalur litigasi (pengadilan) 
dan jalur non litigasi. Namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah 
Agung Tahun 1982 Mahkamah Agung telah memberikan arahan 
kepada para hakim, bahwa penanganan terhadap kasus dokter 
atau tenaga kesehatan lainnya yang diduga melakukan tindakan 
atau pelayanan medis agar jangan langsung diproses melalui jalur 
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hukum, tetapi dimintakan dulu pendapat dari Majelis Kehormatan 
Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) suatu lembaga independen 
yang berada dibawah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) atau 
melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang berada 
pada naungan IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Untuk penyelesaian 
jalur litigasi (pengadilan) kasus tindak pidana membuka rahasia 
kedokteran proses acaranya sama saja dengan tindak pidana biasa 
yang menjadi perbedaaan mendasarnya adalah harus adanya 
saksi ahli di bidang kedokteran untuk membantu hakim dalam 
memutus perkara medis khususnya tentang tindak pidana 
membuka rahasia kedokteran. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam upaya 
pencegahan terjadinya kasus tidak pidana membuka rahasia 
kedokteran oleh dokter : 
1. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang dokter, dokter harus 
tetap menjunjung tinggi  nilai-nilai etika kedokteran dengan tidak 
mengabaikan kerahasiaan penyakit pasiennya dan tetap 
memegang teguh sumpah/janji yang telah diucapkan. 
2. Dokter dan pasien yang terlibat sengketa medik hendaknya 
menyelesaikan terlebih dahulu dengan cara mediasi atau 
kekeluargaan, apabila diperlukan pembuktian adanya pelanggaran 
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dapat melalui MKEK atau MKDKI dalam menangani kasus etika 
dan disiplin kedokteran. 
3. Penerapan sanksi tindak pidana membuka rahasia kedokteran 
yang lebih tegas yang tetap mempertahankan kepentingan pasien 
dan tidak mengabaikan profesi dokter. 
4. Perlunya membangun komunikasi yang baik antara pasien dan 
dokter untuk menciptakan hubungan percaya mempercayai antara 
dokter dan pasien.  
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